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ABSTRAK 
Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak  
di KPP Pratama Makassar Selatan 
 
Analysis of The Current Billing Tax Penalties on Tax Compliance  
and Its Implications on Tax Revenue  
on STO South Makassar 
Sri Nurwahyu Fitriani Alna 
Rusman Thoeng 
Muallimin 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan aktif sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Subjek dari penelitian ini adalah 
KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu 
dengan melakukan dokumentasi dan wawancara langsung kepada pihak yang 
berkepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penagihan aktif 
sanksi perpajakan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan 
kemudian bisa dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak akan tetapi 
tidak memberi efek jera. Hal tersebut dapat diperhatikan dari jumlah wajib pajak 
yang mendapat surat teguran dan surat paksa dari tahun ke tahun dimana terjadi 
peningkatan secara signifikan. 
 
Kata Kunci : sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, surat 
teguran, surat paksa.  
This study aims to determine the effect of the current billing tax penalties on tax 
compliance and its implications on tax revenue on STO South Makassar. The 
subject of this study is STO South Makassar. This research data collection 
techniques by performing the documentation and interviews directly to interested 
parties. The study found that the current billing processes tax penalty has been 
applied in accordance with the applicable procedures and then can be quite 
effective in improving taxpayer compliance in paying taxes and increase tax 
revenues, but did not provide a deterrent effect. It can be noticed from the 
number of taxpayers who received warning letter and forced letter from to year 
which increased significantly. 
 
Keywords: tax penalties,  tax compliance, tax revenue, warning letter, forced 
letter. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
       Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan 
kesejahteraan manusia secara terstruktur, terencana, terarah, menyeluruh dan 
berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan 
bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 
Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan 
kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat Indonesia.  
       Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional salah 
satunya dengan melakukan pemungutan Pajak. Sebagaimana termaktub pada 
Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan di mana pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
       Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan Negara yang telah 
menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan 
pertahanan keamanan. Penerimaan Negara melalui pajak masih menjadi 
primadona bagi sumber pendapatan Negara. Pada tahun 2013, penerimaan 
pajak menyumbang sekitar 76 persen pos penerimaan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menunjukkan peranan Pajak dalam 
mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus makin ditingkatkan 
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mengingat makin tingginya tuntutan kebutuhan dan makin kompleksnya 
tantangan jaman. 
       Pendapatan Negara berasal dari pajak yang begitu besar tentu tidak terlepas 
dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan 
kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, 
maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta 
berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.  
       Mengutip data Direktorat Jendral Pajak Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 
2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi sementara 
penerimaan pajak sepanjang tahun lalu hanya tercapai Rp. 916,2 triliun dari 
target. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 
2013 mematok target penerimaan negara sebesar Rp 995,2 triliun. Dengan 
realisasi sementara tersebut, penerimaan pajak sepanjang 2013 hanya 
mencapai 92,07% dari target. Tak tercapainya penerimaan pajak pada 2013 
membuat pemerintah gagal mencapai target yang dibidik. 
       Realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN, atau lebih, terjadi terakhir 
kalinya pada 2008. Namun sejak 2009 hingga 2013 penerimaan pajak selalu di 
bawah target yang ditetapkan. Salah satu faktor menyebabkan penerimaan pajak 
yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena 
masyarakat selaku wajib pajak menolak membayar pajak karena ketidakpuasan 
masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Terlebih di tengah banyaknya 
muncul kasus-kasus yang memberikan kesan negatif terkait masalah 
perpajakan. 
       Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 
undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan 
mengenai sanksi dalam perpajakan menjadi sangat penting apalagi setelah 
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perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment. 
Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai 
dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam 
masyarakat di Indonesia. Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk 
dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari warga negara 
Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 
mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya 
sendiri. Dalam sistem ini, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah 
keengganan membayar pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. 
       Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. 
Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para 
wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang 
bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).  
       Dalam proses penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang melanggar dan 
dikenai sanksi, maka KPP Pratama melakukan tindakan penagihan pajak. 
Penagihan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan 
aktif. Peningkatan penerimaan pajak tentu saja membuat berbagai proyek 
pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat. Pembangunan dan perbaikan 
sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor 
polisi akan cepat selesai dan terealisasi.   
              Patuh tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak dengan adanya 
penagihan pajak sanksi perpajakan menjadi acuan untuk mengukur tingkat 
kepatuhan membayar pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak di KPP 
Pratama Makassar Selatan. Proses pemungutan dan penagihan pajak di 
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harapkan bisa menambah penerimaan pajak secara signifikan pada KPP 
Pratama Makassar Selatan.  
       Penelitian ini berfokus pada analisis penagihan aktif sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. 
Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Makassar Selatan.  
       Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis 
Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan 
Implikasinya pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak  
pada  KPP  Pratama Makassar Selatan? 
2. Bagaimana pengaruh analisis penagihan Pajak aktif sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan? 
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak aktif sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Makassar Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
       Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan 
pajak pada KPP  Pratama Makassar Selatan. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh penagihan pajak aktif sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian   
1.  Kegunaan Teoretis  
Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai sanksi 
perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan implikasi sanksi perpajakan terhadap 
KPP Pratama Makassar Selatan. 
2.  Kegunaan Praktis  
Memberikan gambaran pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai 
penagihan pajak aktif, kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap KPP 
Pratama Makassar Selatan. 
 
 1. 5 Sistematika Penulisan  
BAB I    PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah 
yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.  
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum 
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yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III    METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian 
ini dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, tempat 
dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data, hingga tahap-tahap penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini berisi deskripsi dan gambaran secara umum atas 
objek penelitian, serta membahas dan menganalisis data-
data. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian 
dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan bagi pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Sejarah Perpajakan 
       Sebelum pajak memiliki dasar aturan perundang-undangan yang jelas 
seperti sekarang ini, Indonesia sudah menganut sistem perpajakan sejak jaman 
kerajaan. Pada saat itu, rakyat diwajibkan untuk memberikan secara cuma-cuma 
sebagian hasil panennya atau ternaknya kepada sang raja. Pemberian hasil 
panen pada zaman dahulu lazim di sebut dengan upeti.  
       Pemberian ini karena merupakan kewajiban, maka dapat dipaksakan dan 
harus dilaksanakan oleh rakyat. Pemberian itu di gunakan untuk kepentingan 
raja atau pemerintahan saat itu tanpa adanya hubungan timbal balik kepada 
rakyat. Karena memang sifatnya yang hanya untuk kepentigan sepihak seolah-
olah diperlihatkan bahwa raja status sosialnya lebih tinggi daripada rakyat, 
sehingga rakyat harus mematuhi aturan tersebut. 
       Kemudian pada perkembangannya, pemberian upeti dari rakyat kepada raja 
tidak lagi hanya untuk kepentingan sepihak raja atau pemerintah saja, tetapi 
mengarah untuk kepentingan rakyat. Upeti yang diberikan oleh rakyat mulai 
digunakan untuk pembangunan saluran air perbaikan pasar, jalanan, pertahanan 
keamanan dan berbagai fasilitas umum lainnya. Dengan perkembangan ini, 
pemberian upeti sudah menjadi bentuk terima kasih rakyat kepada pemerintah 
karena telah melindungi mereka dan menyiapkan segala kebutuhan rakyat.  
       Perkembangan sistem upeti yang pada awalnya hanya pemberian cuma-
cuma dan sifatnya memaksa berubah menjadi sebagai pemberian dalam bentuk 
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terima kasih rakyat kepada pemerintahnya, maka dibuatlah atura-aturan agar 
sifat memaksa tetap ada tetapi mengandung unsur keadilan.  
       Kemudian masuklah Indonesia pada zaman penjajahan, sejak awal abad 19 
pada zaman kolonial, pemberian upeti dari rakyat kepada pemerintahnya di ubah 
oleh pemerintah Inggris yang dipimpin Letnan Jenderal Raffles menjadi pajak 
tanah. Pajak tanah waktu itu dinamakan Landrent, yang artinya “sewa tanah”. 
Raffles meniru sistem pajak tanah di India dengan 3 jenis macam sistem 
pemungutan landrent yaitu : 
1. Sistem zamindari atau zamindarars artinya landheer atau tuan tanah. Sistem 
ini mengenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yang tetap pada kepada 
para tuan tanah. Pengenaan tarif pajak dengan suatu jumlah yang tetap 
disebut dengan istilah “Permanent Settlement”. Sistem ini dipakai di 
Benggala dan di sekitar barat laut India. 
2. Sistem Pateedari atau Mauzawari. Sistem ini meniru sistem pajak bumi 
pemerintah Portugis di Goa. Sistem ini memberlakukan pajak bumi pada 
Desa yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengenaan 
kepada penduduk kebijaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa 
masing-masing. Sistem ini diberlakukan di Punjab dan distrik-distrik barat 
Laut India. 
3. Sistem rayatwari. Dalam sistem ini, pajak tanah/bumi dikenakan langsung 
kepada para petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata-rata 
dari tanah yang diusahakan oleh masing-masing petani. Sistem ini 
diberlakukan di Madras, Bombay dan sebagainya. 
       Pajak tanah diberlakukan di Pulau Jawa oleh Raffles pada tahun 1811 
sampai dengan 1816. Landrent didasarkan pada suatu dalil bahwa “semua tanah 
adalah milik Raja (souvereign), dan semua Kepala Desa dianggap sebagai 
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‘penyewa’ (pachetrs)”. Oleh karenanya mereka harus membayar “sewa tanah” 
(Landrent) dengan natura secara tetap. 
       Ketika kekuasaan beralih pada Belanda, Landrent diubah menjadi 
“landrente”, sistem ini merubah sistem terdahulu dengan melakukan perubahan 
mengarah kepada keadilan dan kepentingan rakyat, yang berlangsung sampai 
dengan tahun 1942. Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 
tahun 1945, sistem pajak tanah yang dilaksanakan Belanda diambil alih 
sepenuhnya dan namanya diganti menjadi Pajak Tanah. 
       Setelah Indonesia merdeka, pajak tanah diubah menjadi pajak bumi dan 
bangunan. Dari munculnya pajak bumi dan bangunan maka muncullah pajak 
penghasilan, dan jenis pajak yang lainnya.  
       Sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah 
diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai 
pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: 
1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga; 
2. Aturan Bea Meterai; 
3. Ordonansi Bea Balik Nama; 
4. Ordonansi Pajak Kekayaan; 
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; 
6. Ordonansi Pajak Upah; 
7. Ordonansi Pajak Potong; 
8. Ordonansi Pajak Pendapatan; 
9. Ordonansi Pajak Perseroan; 
10. Undang-Undang Pajak Radio; 
11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I; 
12. Undang-Undang Pajak Peredaran; 
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13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). 
       Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi 
perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak. Sejak tax 
reform tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku 
adalah: 
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); 
2. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan (UU PPh); 
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (UU PPN); 
4. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM); 
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB); 
6. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU 
BPHTB); 
7. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP); 
8. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP); 
9. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP); 
10. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). 
       Tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 sesuai dengan amanat GBHN 1983 
berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan “Tax Reform” 
yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang selama ini berlaku. Tax reform tahun 1983 berlaku pada tanggal 
1 Januari 1984. Dengan adanya tax reform, sistem perpajakan Indonesia 
berubah dari Official Assessment menjadi Self Assessment. Official Assessment 
yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
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       Self Assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan 
kepada Wajib Pajak mulai menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan 
melaksanakan pengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan 
penetapan sanksi administrasi. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini, 
masyarakat dan Wajib Pajak yang berperan utama dalam melakukan proses 
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya 
sendiri.  
       Dari sejarah munculnya pajak dan berbagai penggunaan uang pajak untuk 
membiayai berbagai proyek pembangunan dan perlunya kepatuhan Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar 
merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan akan 
menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila menggunakan teori Welfare 
State dan Teori Bakti sebagai pisau analisis. 
       Alasan menggunakan teori Welfare State karena berkaitan dengan asas 
teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan 
kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan 
oleh founding fathers Indonesia sejak awal berdirinya NKRI. Cita-cita tersebut 
terumuskan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945 dan masih 
tetap relevan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan rakyat hingga saat 
ini.  
       Selain Teori Welfare State, sabagai grand theory, teori bakti juga sangat 
tepat karena perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut harus betul-betul 
diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan keadaan dan 
kebutuhan rakyat. Berikut ini uraian mengenai teori tersebut. 
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2.1.2 Teori Walfare State  
       Otto Von Bismarck mengemukakan prinsip dasar teori Walfare State, yakni 
bahwa negara/pemerintah dianggap bertanggung jawab penuh untuk menjamin 
standar hidup minimun bagi setiap warga negaranya. Otto menyampaikan 
konsep kesejahteraan (sosial walfare) tersebut secara konkret ke dalam bentuk 
model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (The 
model of modern goverment social security). 
       Ditinjau  dari sudut negara, Walfare State diklasifikasikan sebagai salah satu 
tipe negara, yaitu tipe negara kemakmuran (Woblfaart Staats). Pada tipe negara 
Welfare state tersebut negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat.  
       Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban untuk 
menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut 
Dicey Rule of law mengandung tiga unsur yakni equality before the law, setiap 
manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan 
yang sama: supremation of law, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan 
constitution bases on human right, konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi 
manusia.  
       Pada konsep awal Walfare State, negara sebagai penjaga malam (nacht-
wachter staat), kemudian terlibat sebagai penyelenggara, pembagi jasa-jasa, 
penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam 
berbagai bidang kehidupan lainnya. Unsur negara hukum sebagai penjaga 
malam tersebut tidak dapat lagi dipertahankan secara mutlak. Agar pembentuk 
Undang-undang harus rela menyerahkan sebagian wewenangnya kepada 
pemerintah. Tujuan pelimpahan wewenang adalah tugas penyelenggaraan 
negara tidak sekedar menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu, ketertiban harus 
terus diupayakan agar memenuhi rasa keadilan.  
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       Ashary (1976) menguraikan lebih lanjut tentang pergeseran konsep Negara 
Hukum ke Negara Kesejahteraan sebagai berikut. Pertama, ‘meluasnya arti 
kepentingan umum’ seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang 
untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, pengawasan terhadap 
konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur 
tangan pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya peralihan gaya formalitas rule 
of law ke orientasi prosedural yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena 
dinamika dari negara kesejahteraan  (The Welfare State).  
       Perkembangan rule of law menjadi Walfare State dapat dilihat dari 
serangkaian kelengkapan kegiatan negara Inggris dalam menyelenggarakan 
kemakmuran bagi rakyatnya. Kegiatan tersebut berupa jaminan sosial, program 
jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut 
kepentingan umum, dan kesempatan menikmati pendidikan lanjutan dan tinggi 
bagi ekonominya yang kurang mampu.  
       Akibat dari pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat, baik yang timbul 
karena perkembangan kesadaran hukum (Rechts Bewustzin) maupun 
demokrasi, warga masyarakat menjadi semakin sadar akan hak dan 
kewajibannya dan mereka semakin berusaha melindungi kepentingannya baik 
sesama warga masyarakat maupun penguasa. Atas dasar kesadaran hukum 
tersebut, pemerintahan berkembang kearah pemerintahan berdasarkan hukum 
(the rule of law) dan tugas pemerintahan berkembang ke arah fungsi 
perlindungan (protective fuction), dan demikian pula negara berkembang sebagai 
negara hukum (legal state). Selanjunya sebagai akibat dari dorongan dinamika 
dan kesadaran bernegara, masyarakat semakin mengalami hakikat demokrasi 
serta memahami bahwa pemerintahan sesungguhnya bukan pemilik negara dan 
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juga bukan sebagai tuan bagi rakyat, tetapi pemerintah adalah abdi bagi rakyat 
(public servant). Akhirnya semakin jelaslah pertumbuhan dan perkembangan 
pemerintah itu kearah negara ke tatalaksanaan (administrative state). Tujuan 
masyarakat adalah kesejahteraan (welfare, welvaart), maka peranan sebagai 
administrative state itu senantiasa dipertalikan dengan cita-cita welfare stare. 
       Berkaitan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan UUD 1995, Yaitu:  
      Alinea kedua menyatakan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur, dan alinea keempat menyatakan. melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk 
memajuhkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan social. 
 
       Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang ingin dibentuk oleh bangsa 
indonesia ialah “Negara kesejahteraan”. Hal ini diungkap pula oleh Soekarno 
dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1995 yang mewarnai perumusan UUD 
1945 sebagai berikut.  
Rakyat ingin sejahtera. rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, 
pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah 
pimpinan ratu adil. oleh karena itu jika kita memang betul mengerti, 
mengingat, mencintai rakyat indonesia, marilah kita terima prinsip sociale 
rechtvaardigheid, yaitu bukan hanya persamaan politik tetapi pun diatas 
lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan 
bersama yang sebaik-baiknya.  
 
       Negara indonesia sebagai negara hukum atau rechstaat tidak hanya 
mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam arti welfare 
state. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
tersebut adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 
Pancasila dalam lapisan masyarakat adil dan makmur.  
       Tidak semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia mempunyai 
kewajiban membayar pajak, tetapi seluruh hasil yang diperoleh dari pajak 
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tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan rakyat 
yang tidak memikul beban pajak. Disini letak pemerataan dari pajak 
pembangunan sebagian dibiayai dari hasil pajak yang dinikmati oleh seluruh 
rakyat Indonesia, tidak peduli apakah rakyat ikut memikul beban pajak atau tidak. 
Pemerataan pembangunan yang dibiayai pajak dapat dinikmati setiap orang 
sampai ke pelosok-pelosok di berbagai bidang. Pemerataan pembangunan 
dilaksanakan melalui delapan jalur yaitu:  
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, 
pangan, dan papan.  
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.  
3. Pemerataan pembagian pendapatan.  
4. Pemerataan kesempatan kerja. 
5. Pemerataan kesempatan berusaha.  
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya 
generasi muda dan kaum wanita.  
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.  
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.  
       Sifat pemerataan lainnya ialah bahwa pajak penghasilan yang menggunakan 
tarif progresif mempunyai efek meratakan pendapatan. Tarif progresif adalah tarif 
yang presentase pemungutannya semakin tinggi jika dasar pendapatan yang 
dikenakan pajak semakin tinggi.  
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2.1.3 Teori Bakti 
       Penekanan teori bakti terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk 
memungut pajak dari warganya dalam hal penyediaan fasilitas umum yang 
diselenggarakan oleh Negara. Dengan pajak inilah masyarakat dapat 
menunjukkan salah satu baktinya kepada Negara. Oleh karena itu, diperlukan 
kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai bentuk bakti 
dari masyarakat yang patuh pajak. Dalam teori ini Negara berperan sebagai 
bapak yang memberikan dan membiayai keperluan umum bagi “anaknya” yaitu 
masyarakat. Sebagai anak yang berbakti kepada bapaknya, masyarakat 
memberikan pajak kepada Negara sebagai tanggapan atas-atas pemberian-
pemberian itu. 
       Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori kedaulatan negara. Penduduk 
harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga 
atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataannya. Teori bakti 
mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, penduduk 
terikat pada keberadaan negara, karenannya penduduk wajib membayar pajak, 
wajib berbakti kepada negara. 
       Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara 
dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk 
memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada 
sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar 
pajak, wajib berbakti kepada negara. 
       Berdasarkan uraian diatas, teori bakti yang menitik beratkan pada asas 
kepastian hukum, dapat diterapkan dalam pembahasan tingkat kepatuhan 
membayar pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. 
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2.1.4 Pengertian Pajak 
       Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Perpajakan,  
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
 
       Menurut Edwin Robert Anderson Seligman, dalam Essay on taxation (New 
York, 1925), menyatakan bahwa “Tax is compulsory contribution from the person 
to government to defray the expenses. The expenses incurred in the common 
interest of all without reference to special benefits conferred”. 
       Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut. 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak 
hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).  
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.  
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
       Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 
rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, serta digunakan untuk 
mecapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat harus 
mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.  
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       Widjaja (1995), menjelaskan hukum pajak dalam berbagai segi yaitu sebagai 
berikut:  
       1. Ditinjau dari segi hukum, unsur pajak adalah suatu yang mutlak harus ada 
undang-undang, ada pemungut/pemerintah, ada subjek, ada objek, ada 
masyarakat sehingga pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-
undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu 
kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan 
yang secara langsung dapat ditunjuk, yang dapat digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
       2. Ditinjau dari segi sosiologi, pajak merupakan gejala sosial dan hanya 
terdapat dalam suatu masyarakat. Pajak tidak hanya membiayai 
pengeluaran rutin pemerintah tetapi yang sangat diharapkan juga untuk 
membiayai pembangunan. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada 
suatu pajak dan jika ada masyarakat tidak hanya membiayai pengeluaran 
rutin pemerintah tetapi yang sangat diharapkan juga untuk membiayai 
pembangunan. 
       3. Ditinjau dari segi pembangunan, negara bertujuan untuk memberikan 
kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat yang merata. Dalam hal ini 
yang dituju adalah masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun 
materiil. Sehingga, untuk mencapai tujuan itu masyarakat/negara 
melakukan pembangunan. 
       4. Ditinjau dari segi ekonomi pajak merupakan jiwa negara sebab tanpa 
negara tidak akan/sukar hidup kecuali negara itu mempunyai pendapatan 
dari sumber alam seperti minyak, gas bumi dan sebagainya. Jadi, pajak 
itu merupakan sumber yang utama di samping sumber-sumber alam. 
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Banyak sedikitnya uang yang diperlukan oleh negara tergantung dari 
tingkat ekonomi negara serta rakyat yang ada. Lebih besar tingkat 
ekonomi negara lebih besar kebutuhannya dan lebih besar pula 
pendapatan yang diperlukan. 
       Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa pajak merupakan iuran 
yang harus dibayar masyarakat kepada negara, demi tercapainya pemerataan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak akan 
tercapai jika masyarakat tidak menyadari akan kewajibannya sebagai warga 
negara yang harus membayar pajak sesuai dengan yang telah tercantum dalam 
undang-undang perpajakan. 
 
2.1.5 Fungsi Pajak  
       Fungsi pajak yang pada umumnya dikenakan kepada masyarakat 
mempunyai empat fungsi (Fidel, 2008:3), yaitu.  
       a) Fungsi finansial (budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.  
       b) Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: Pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
       c) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain 
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 
pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
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       d) Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara 
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 
pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
 
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak   
       Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 
negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab 
itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri 
mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut, serta berapa besarnya 
pemungutan pajak (Mardiasmo, 2002). 
       Pemungutan pajak dapat menimbulkan hambatan atau perlawanan, untuk 
menghindari hal tersebut maka pemungut pajak harus memenuhi syarat 
(Mardiasmo, 2011:2), sebagai berikut. 
       a). Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan 
hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan adalah dengan 
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis 
pertimbangan pajak. 
       b). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di 
Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1995 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya.  
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       c). Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak 
tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
       d). Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai dengan fungsi 
budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 
rendah dari hasil pemungutannya.  
       e). Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang 
sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh undang-
undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak  
       Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 
2011:7), sebagai berikut.  
       a). Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya :  
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
2. Wajib pajak bersifat pasif. 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
b). Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
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memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang terutang.  
Ciri-cirinya : 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri 
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang 
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
c). With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
1. Wewenang menetukan besarnya pajak terutang ada pada pihak 
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  
 
2.1.8 Jenis Pajak 
       Di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut 
golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya. 
a)  Menurut golongannya (Mardiasmo,2008:5):  
(1)  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, 
contohnya pajak penghasilan.  
(2)  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. 
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b)  Menurut sifatnya (Mardiasmo, 2008:5):  
(1)  Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 
memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak 
penghasilan.  
(2)  Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak 
pertambahan nilai. 
c)  Menurut lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2008:6):  
(1)  Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas barang mewah, 
pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.  
(2)  Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
terdiri atas:  
(a)  Pajak provinsi, contohnya: pajak kendaran bermotor dan pajak 
bahan bakar kendaran bermotor.  
(b)  Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya: pajak hotel, pajak 
restoran, dan lain-lain. 
 
2.1.9 Asas Pemungutan Pajak 
      Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang 
pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan 
dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang 
mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam 
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk 
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keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat 
menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-
dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.  
       Menurut Adam Smith. asas pemungutan pajak yaitu : 
1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan). 
Asas Equality adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 
harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara 
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
2) Asas Certainty (asas kepastian hukum) 
Asas Certainty adalah semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 
3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 
atau asas kesenangan) 
Asas Convinience of Payment adalah pajak harus dipungut pada saat 
yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib 
pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima 
hadiah. 
4) Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis) 
Yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan 
sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan 
pajak. 
 
2.1.10 Pengertian Wajib Pajak 
       Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai 
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
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undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.   
       Dalam UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang 
PPh dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan 
pelaksanaannya), definisi Wajib Pajak diubah menjadi : 
      Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 
       Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak 
itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek 
pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek 
pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak : 
Subjek Pajak dan Objek Pajak. 
 
2.1.10.1 Subjek Pajak 
       Subjek Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu Orang Pribadi dan Warisan Belum 
Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak juga dibedakan 
menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak 
dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh 
penghasilan  sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak 
sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di 
Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi wajib 
pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif 
dan objektif. 
       Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah : 
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau  
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2. Orang pribadi yang berada  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 
waktu 12 bulan, atau  
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak  berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan  di Indonesia; 
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
berhak. 
       Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah : 
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan 
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 
(BUT) di Indonesia 
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, yang  dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan 
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 
(BUT) di Indonesia, dan 
        Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak terdiri dari 
1. Subjek pajak badan dalam negeri 
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2. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri (termasuk warisan belum terbagi) 
3. Subjek pajak badan luar negeri non BUT 
4. Subjek pajak orang pribadi luar negei non BUT 
5. Subjek Pajak BUT (baik yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi luar 
negeri) 
 
 2.1.10.2 Kewajiban NPWP 
       Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang 
wajib memiliki NPWP adalah : 
1. Semua subjek pajak badan dalam negeri 
2. Subjek pajak orang pribadi dalam negei yang berpenghasilan di atas PTKP 
dalam satu tahun pajak 
3. BUT 
 
2.1.10.3 Pemotong atau Pemungut Pajak 
       Istilah Wajib Pajak juga ternyata mencakup pemotong atau pemungut pajak. 
Jadi bukan hanya terkait dengan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan nya 
sendiri tetapi juga menyangkut kewajiban memotong dan atau memungut  Pajak 
Penghasilan fihak lain (Dudi Wahyudi : 2008). Orang yang wajib memotong dan 
atau memungut pajak adalah pemotong dan atau pemungut PPh Pasal 21/26, 
PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. 
Dengan demikian, kewajiban pajak tiap orang atau badan berbeda-beda. Dan ini 
biasanya ditentukan ketika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. 
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2.1.10.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak  
       Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56), 
yaitu sebagai berikut.  
a)  Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.  
b)  Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
c)  Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.  
d)  Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 
Kantor Pelayan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.  
e)  Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.  
f)  Jika diperiksa wajib: 
(1)  memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak.  
(2)  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
g)  Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 
       Adapun hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56-57), yaitu 
sebagai berikut.  
1)  Mengajukan surat keberatan dan surat banding.  
2)  Menerima tanda bukti pamasukan SPT. 
3)  Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.  
4)  Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.  
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5)  Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.  
6)  Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak. 
 
2.1.11 Sanksi Perpajakan 
       Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi 
Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelangaran suatu norma 
perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang 
diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi 
administrasi dan pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada 
konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensi nya adalah pembayaran 
kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi 
pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan (Mardiasmo:2011). 
 
2.1.11.1 Sanksi Administrasi 
1. Denda 
       Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU 
Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah 
tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah 
tertentu. 
       Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan 
sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi denda ini adalah pelanggaran 
yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, dalam tabel 
berikut dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi  berupa 
denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. 
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2. Bunga 2% per bulan 
       Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, 
bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga 
karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran 
pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB 
dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan 
menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain: 
(a) Bunga karena pembetulan STP. 
(b) Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran. 
(c) Bunga karena terlambat membayar. 
(d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutag dan pajak 
sementara. 
      Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 
dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas 
waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP. 
      Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 
pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. 
Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB. 
3. Kenaikan 
       Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah 
sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi 
tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi 
berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari 
jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. 
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       Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena 
Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 
menghitung jumlah pajak terutang. 
 
2.1.11.2 Sanksi Pidana 
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi 
pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. 
1. Denda pidana 
       Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan 
diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. 
Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran 
maupun bersifat kejahatan. 
2. Pidana kurungan 
       Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena 
pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama 
dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya 
ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan 
selama-lamanya sekian. 
 
2.1.11.3 Pidana penjara 
       Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya 
kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 
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       Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan 
dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 
No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU 
No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
2.1.12 Kepatuhan Pajak 
       Menurut kamus umum bahasa Indonesia. ”kepatuhan berarti tunduk atau 
patuh pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain, 1994; 1013 dalam Riyono, 
2011). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
Perilaku kepatuhan  seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, 
kelompok dan organisasi (Robbins, dalam Purbo, 2012).  
       Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan 
sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pratama, 2012). Adanya 
kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan 
lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. 
       Kepatuhan pajak terbagi atas (Pratama, 2012): 
a.  Kepatuhan formal 
Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang 
perpajakan yang sedang berlaku. Kepatuhan formal dapat dilihat apabila 
wajib pajak telah melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir. 
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b.  Kepatuhan material 
Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang-undang 
perpajakan. Kepatuhan material dapat dilihat apabila wajib pajak telah 
mengisi SPT dengan jujur, benar, lengkap dan melaporkannya ke KPP 
setempat sebelum batas waktu berakhir. 
       Eliyani (1989) dalam Nugroho (2006 ) menyatakan bahwa kepatuhan wajib 
pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi  yang 
diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar 
pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau 
salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Syarat yag dimaksud adalah mengisi 
formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan 
membayar pajak tepat waktu. 
 
2.1.13 Penagihan Pajak  
2.1.13.1 Pengertian Penagihan Pajak  
       Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 
diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis 
dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan 
penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang 
tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam 
menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi 
penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat 
Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan 
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pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga mempunyai 
kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya.  
       Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang 
No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-
undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian 
diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 2001.  
       Menurut pendapat para ahli penagihan pajak dapat didefinisikan:  
        Definisi penagihan pajak menurut Muhammad Rusjdi (2007:17):  
”Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak 
karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, 
khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.”  
 
       Definisi lain menurut Mardiasmo (2009:13):  
“Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib 
Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya 
mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi 
kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat 
paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderan.”  
 
       Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan 
pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus 
karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya 
mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat 
peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.  
       Dasar penagihan pajak, antara lain:  
1. Surat Tagihan Pajak (STP)  
STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan 
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terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan Surat Ketetapan Pajak.  
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
SKPKB ditebitkan tehadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan 
hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material 
Pepajakan.  
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
SKPKBT dapat ditebitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun 
sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang.  
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.  
       Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau 
kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat 
segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif.  
       Istilah-istilah yang berhubungan dengan Penagihan Pajak :  
a. “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurusita agar 
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang 
yang telah disita. (UU.PPSP ps 1 ayat ( 9) ). 
b. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
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memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (3) ).  
c. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (8) ).  
d.  Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan 
Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan 
pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (13) ).  
e. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang 
pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. (UU.PPSP ps 1 
ayat (11) ).  
f. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (12) ).  
g.  Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap Penanggung 
Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasar 
alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU.PPSP 
ps 1 ayat (20) ).  
h. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang 
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 
menurut peraturan perundang-undangan.(UU.PPSP ps 1 ayat (14).  
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i. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. (UU.PPSP 
ps 1 ayat (21) ).  
j. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara 
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan 
peminat atau calon pembeli. (UU.PPSP ps 1 ayat (17) ).” 
 
2.1.13.2 Tindakan Penagihan Pajak  
       Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang 
sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding 
yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang 
bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. 
Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan 
penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat 
paksa.  
1. Penagihan Pasif  
Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan 
pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan 
dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif 
merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 
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2. Penagihan Aktif  
Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, 
SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, 
SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari 
penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan 
aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti 
dengan tindakan melalui surat teguran dan surat paksa serta dilanjutkan 
dengan pelaksanaan lelang. 
 
2.1.13.3 Dasar Hukum Penagihan Pajak  
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah berulangkali 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 selanjutnya disebut 
UU KUP.  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut 
UU.PPSP.  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak.  
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan 
Pelaksanaan Surat Paksa.  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 
Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru 
Sita Pajak.  
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan 
Surat Tagihan Pajak.  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 
sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang 
Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat 
Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 Tentang Prosedur Penerbitan 
Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Dan Atau Surat Tagihan Pajak.  
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2010 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
36/PJ/2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan Atau 
Surat Tagihan Pajak.  
 
2.1.13.4 Tinjauan Umum Penagihan Pajak  
1. Utang Pajak  
Berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (8), Utang Pajak adalah pajak yang 
masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
2. Penanggung Pajak  
Berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (3), Penanggung Pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 
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termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.  
3. Penagihan Pajak  
Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, perlu diketahui 
dan dipahami dalam beberapa pengertian yang telah ditetapkan dan dalam 
Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa. 
4. Jurusita Pajak  
Pengertian Jurusita berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (6) adalah 
pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.  
a. Syarat - syarat untk menjadi Jurusita Pajak 
       Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak harus memenuhi syarat-syarat 
yang diatur dalam Pasal 2 KMK No.562/KMK.04/2000, yaitu:  
1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang 
setingkat dengan itu.  
2. Berpangkat serendah-rendanya Pengatur Muda/Golongan II/a.  
3. Berbadan sehat.  
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.  
5. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.  
b. Tugas Jurusita Pajak 
       Berdasarkan Pasal 5 UU PPSP, Jurusita bertugas antara lain:  
1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
2. Memberitahukan Surat Paksa.  
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat 
Perintah Melaksanakan penyitaan.  
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4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.  
c. Wewenang dan Kewajiban  
       Wewenang Jurusita berdasar Pasal 5 UU PPSP adalah memasuki dan 
memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk 
menemukan obyek sita di tempat usaha dan melaksanakan penyitaan tempat 
kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau tempat lain 
yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita. Sedangkan 
kewajiban Jurusita Pajak adalah:  
1. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita.  
2. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa.  
3. Membuat berita acara pemberitahuan Surat Paksa.  
4. Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.  
5. Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 
6. Membuat berita acara pelaksanan sita  
7. Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap 
perlu.  
8. Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor 
Pejabat. 
9. Meninggalkan Surat Paksa (salinan) dalam hal Penanggung Pajak menolak 
menerima salinan Surat Paksa.  
d. Pemberhentian Jurusita  
       Berdasakan Pasal 4 KMK No.562/KMK.04/2000, Jurusita diberhentikan 
apabila:  
1. Meninggal dunia.  
2. Pensiun.  
3. Karena alih tugas kepentingan dinas lainnya.  
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4. Ternyata lalai atau cakap dalam menjalankan tugas.  
5. Melakukan perbuatan tercela.  
6. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.  
7. Sakit Jasmani atau rohani terus-menerus.  
 
2. 2 Kerangka Pemikiran 
       Pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan 
pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai 
tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber 
penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang 
berarti melalui pnyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–
pengeluaran pemerintah. Namun dengan realisasi penerimaan pajak yang tidak 
tercapai tiap tahunnya mengindikasikan adanya tunggakan pajak yang berasal 
dari pelanggaran wajib pajak yaitu enggan untuk membayar pajak terutangnya. 
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak tersebut maka 
pemerintah memalui KPP Pratama melakukan penagihan pajak. 
       Menurut Widi Widodo (2010) menjelaskan jika angka kepatuhan pajak 
rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan 
pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Mustikasari 
(2007:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus 
menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran 
dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan 
penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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Gambar 2. 1 
Kerangka Pemikiran 
 
2.3 Penelitian Terdahulu 
       Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-
penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan 
penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
Sanksi Pajak : 
1. Sanksi Pidana 
2. Sanksi Administrasi 
3. Sanksi Penjara 
Kepatuhan Pajak 
Penerimaan Pajak Penagihan Pajak 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
Peneliti, Judul Penelitian, Tahun 
Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. Hasbi Rifqiansyah, Muhammad 
Saifi, Devi Farah Azizah. 
(2014). Analisis Efektifitas Dan 
Kontribusi Penagihan Pajak 
Aktif Terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak (Studi Pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Malang Utara) 
Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui 
efektivitas dan kontribusi 
tindakan penagihan pajak 
aktif terhadap pencairan 
tunggakan pajak. 
Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
metode deskriptif 
dengan pendekatan 
studi kasus. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat efektifitas penagihan 
pajak aktif secara keseluruhan 
belum cukup dikatakan efektif, selain 
itu kontribusi penagihan pajak aktif 
terhadap pencairan tunggakan 
masih sangat kurang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
       Rancangan penelitian mencakup serangkaian keputusan tentang penelitian. 
Rancangan penelitian terdiri dari tujuan penelitian, jenis penelitian, intervensi 
peneliti, setting penelitian, unit analisis, dan horizon waktu. 
       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penagihan aktif sanksi 
perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan pajak pada KPP 
Pratama Makassar Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat correlational, 
yaitu untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. 
       Jenis intervensi dalam penelitian ini adalah sedang. Sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan jenis data adalah data subjek. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan 
dokumentasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila di 
tinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian 
yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 
terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang 
Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dan Implikasinya pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. 
       Sumber dalam penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Makassar 
Selatan yang merupakan cross sectional study yaitu penelitian yang hanya 
dilakukan dalam satu waktu.  
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3.2 Tempat dan Waktu 
       Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Selatan. Pada KPP 
Pratama Makassar Selatan tersebut masih terjadi tunggakan-tunggakan di setiap 
tahunnya dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak 
terutangnya sehingga mengakibatkan realisasi penerimaannya belum bisa  
mencapai target. Waktu penelitian adalah 1 (satu) bulan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
       Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala 
(time series) yaitu data proses penagihan aktif, jumlah kepatuhan wajib pajak, 
dan jumlah penerimaan pajak berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan 
KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan sumber datanyayaitu: 
1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh melalui dokumen atau 
laporan KPP Pratama Makassar Selatan selama lima tahun terakhir (2011-
2015). 
2. Data sekunder yang merupakan data pendukungatas data yang diperoleh 
dari dokumen atau laporan KPP Pratama Makassar Selatan melalui 
wawancara dengan pimpinan atau pegawai KPP Pratama Makassar Selatan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
       Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 
a. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau laporan 
KPP Pratama Makassar Selatan selama lima tahun terakhir (2011-2015). 
b. Teknik wawancara yaitu teknik digunakan sebagai pendukung data yang 
diperoleh melalui dokumen atau laporan KPP Pratama Makassar Selatan 
selama lima tahun terakhir (2011-2015) dengan mengajukan pertanyaan-
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pernyataan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini kepada 
beberapa pihak yang dianggap berkompeten seperti pegawai dan pimpinan 
KPP Pratama Makassar Selatan. 
 
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga 
sifat-sifat data lebih mudah untuk dipahami. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ialah metode deskriptif yaitu membahas masalah 
dengan menggunakan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu 
keadaan hingga dapat ditarik kesimpulan. 
Teknik analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
generalisasi hasil penelitian. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk 
tabel frekuensi, diagram, presentase, dan perhitungan rata-rata. 
Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, hasil perhitungan rasio 
dibandingkan dengan tabel kriteria kepatuhan wajib pajak sebagai berikut. 
Tabel 3.1Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RASIO (%) 
Sangat Patuh >100 
Patuh 90-100 
Cukup Patuh 80-89 
Kurang Patuh 60-79 
Tidak Patuh ≤60 
Sumber : Dauhan dkk., 2015 
48 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Tinjauan Umum Tentang Subyek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan 
       Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal 
yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi 
Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan 
Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi 
dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara 
structural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 
67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP 
Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan pajak makassar. 
       Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat 
Jenderal Pajak No. KEP- 95/PJ/UP.53/2008 19 mei 2008, KPP Pratama 
Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan 
pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan 
nama pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP 
Pratama Makassar Selatan. 
       Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP 
mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri 
keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah 
diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami 
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perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional 
pemeriksa pajak. 
       Sampai akhir 2012, jumlah pegawai di kantor pelayanan pajak pratama 
makassar selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala 
sub bagian, 9 kepala seksi, 18 account representative, 1 bendahara, 2 sekretaris, 
2 operator console, 2 jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 
pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 prang dan 29 orang 
berjenis kelamin perempuan. 
 
4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan 
       Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kpp Pratama Makassar Selatan
Kepala Kantor
 
Kelompok Jabatan 
Fungsional
 
Sub Bagian Umum
 
Seksi Pemeriksaan
 
Seksi Pelayanan
 
Seksi Ekstensifikasi
 
Seksi PDI
 
Seksi Penagihan
 
Seksi Waskon II
 
Seksi Waskon III
 
Seksi Waskon I
 
Seksi Waskon IV
 
Sumber : Bagian Umum KPP Pramata Makassar Selatan 
       Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, 
yangmenggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. 
Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat 
sesuaidengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat 
tercapaimelalui efisiensi dan efektivitas kerja.  
50 
 
 
       Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokkan 
serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus 
dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar 
dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke 
unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi 
dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung 
urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan 
perusahaan.  
       Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Kantor 
Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar 
selatan terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama 
Makassar selatan.  
2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, 
rumah tangga kantor dan keuangan. 
3. Bagian Kepegawaian 
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan 
surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan 
dokumen. 
4. Bagian Rumah Tangga 
Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor 
dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan 
menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris. 
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5. Bagian Keuangan 
Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara 
menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan 
dan memproses surat permintaan pembayaran. 
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah pemrosesan dan 
penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat 
keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan 
Penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
7. Seksi Pelayanan 
Tugas dari Seksi pelayanan adalah: 
a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan 
pencabutan PKP. 
b) Perubahan identitas WP. 
c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat 
lainnya. 
d) Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 
e) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan. 
f) Penerbitan SKP. 
g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
8. Seksi Penagihan 
Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, 
pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan 
validasi tunggakan awal wajib pajak, mentatausahakan kartu pengawasan 
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tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas 
tunggakan wajib pajak. 
9. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak 
baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-
NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual 
objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi 
sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan 
penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat 
keterangan NJOP. 
10. Seksi Pemeriksaan 
Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan 
PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak 
pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan 
pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan 
laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian 
bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi 
teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiranprofil WP, 
penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan 
pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan 
pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak. 
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12. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan 
Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
4.1.3 Kepegawaian KPP Pratama Makassar Selatan 
       Berdasarkan data kepegawaian selama tahun 2012, dapat diperoleh 
informasi mengenai sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya. Dari 
81 pegawai tersebut, tingkat pendidikannya antara lain: 7 orang dengan tingkat 
pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, 5 orang dengan tingkat 
pendidikan akademi (D3), 50 orang dengan tingkat pendidikan sarjana (S1 atau 
D4) dan 3 orang dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2) dengan grafik 
sebagai berikut : 
Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Kpp Makassar Selatan 
 
Sumber : Sistem informasi kepegawaian DJP, 2015 
       Perbedaan fungsi dan tugas dari masing-masing pegawai disesuaikan 
dengan pangkat dan golongan masing-masing pegawai. Dari jumlah pegawai 81 
orang, yang telah memiliki golongan IV berjumlah 2 orang, sedangkan golongan 
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III berjumlah 52 pegawai, dan sisanya yaitu 27 orang memiliki golongan II 
dengan rincian sesuai grafik dibawah ini.  
 Gambar 4.3 Golongan Pegawai Kpp Pratama Makassar Selatan 
Sumber : Sistem informasi kepegawaian DJP, 2015 
       Sebagian besar pegawai KPP Pratama Makassar Selatan adalah usia 
produktif, dengan rentang umur 24-29 tahun yang berjumlah 30 orang atau 40%, 
kemudian hampir 50 % termasuk dalam golongan usia menengah atau berjumlah 
40 orang. Edangkan yang mendekati pension berjumlah 8 orang. Pembagian 
pegawai berdasarkan golongan umur seperti yang terlihat dalam grafik berikut : 
Gambar 4.4 Umur Pegawai Kpp Pratama Makassar Selatan 
 
Sumber : Sistem informasi kepegawaian DJP, 2015 
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       Kemudian berdasarkan daftar investasi KPP Pratama Makassar Selatan, 
jumlah nilai aset KPP Pratama Makassar Selatan sebesar Rp. 6.895.487.915,- 
nilai aset tersebut meliputi berbagai peralatan, mesin dan lainnya.selama tahun 
anggaran 2012, terjadi penambahan aset senilai Rp. 184.856.000,-. 
        Masih dalam rangka mendukung kinerja KPP Pratama Makassar Selatan, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama. 
Tercatat dalam tahun 2012, KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan 84 kali  
in-housetraining, diantaranya adalah in-housetraning rutin untuk 
accountrepresentative, dan in-housetraning mengalami peraturan-peraturan 
terbaru untuk meningkatkan kompetensi pegawai KPP pratamamakassar selatan 
mulai dari inhousetraning tata naskah dinas. Aplikasi kinerja pegawai, 
optimalisasi pemanfaatan internet, pelayanan prima, PPN atas kegiatan 
membangun sendiri dan sebagainya.  
        Disamping inhousetraning, KPP pratamamakassar selatan turut aktif 
mendorong pegawai untuk mengikuti diklat baik yang diselenggarakan oleh pusat 
pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) pajak maupun dari pusdiklat lain seperti dari 
pusdiklat anggaran dan perbendaharaan.  
       Berdasarkan data kepegawaian, selama tahun 2012 tercatat sejumlah 60 
pegawai telah diusulkan kenaikan gaji berkala dan selama tahun 2012 pegawai 
yang diusulkan untuk naik pangkat pada april 2012 sejumlah 33 pegawai. 
Sedangkan pada bulan oktober 2012 pegawai yang diusulkan naik pangkat oleh 
sub bagian umur sejumlah 6 pegawai. 
       Dalam rangka meningkatkan kenyamanan bagi para pegawai, KPP Pratama 
Makassar Selatan telah melakukan perbaikan terhadap berbagai fasilitas 
diantaranya ruang rapat, ruang tempat pelayanan terpadu, serta aula KPP 
Pratama Makassar selatan. Kenyamanan pegawai menjadi prioritas penting 
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karena dengan menjadikan pegawai nyaman bekerja, kinerja dan produktifitas 
dapat ditingkatkan. KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan motto kerja 
keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. 
       Visi, misi dan nilai dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 
1. Visi :  
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
2. Misi :   
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang 
efektif dan efisien. 
 
4.1.4 Wilayah Kerja 
       KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama 
di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu: 
1. Rappocini 
2. Makassar 
3. Panakukang 
4. Manggala 
       Total luas wilayahnya mencapai 52.94 km2, dengan jumlah penduduk 
sebanyak 427.964 jiwa atau 111.184 kepala rumah tangga. Dibandingkan 
dengan Kota Makassar luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 
30.11 % luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama 
Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 % dari jumlah kelurahan dengan 
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total penduduk sebanyak 31.65 % atau sebesar 35.98 % kepala keluarga di Kota 
Makassar. Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didomisili 
wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46% disusul oleh Kecamatan 
Panakukang sebesar 32%, Kecamatan Rappocini 17%, dan terakhir Kecamatan 
Makassar yang hanya 5%, namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan 
potensi pajak, yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya. 
       Berdasarkan penggunaan lahan, hanya 49 % lahan di wilayah kerja KPP 
Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 
1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah atau kebun (BPS Kota 
Makassar). Lahan yang banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan 
Manggala, hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan 
Panakukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang 
terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakukang, Makassar dan Rappocini. 
        Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah 
sebagai berikut. 
Gambar 4.5 Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan 
 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
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4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Penerimaan Pajak 
       KPP Pratama Makassar Selatan melayani daerah-daerah yang memiliki 
aktivitas perekonomian cukup tinggi terutama di Kecamatan Panakukang, 
Makassar, dan Rappocini. Berikut data penerimaan pajak KPP Pratama 
Makassar Selatan dalam kurun waktu 2011-2015, 
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan 
Tahun Target Realisasi Efektivitas 
2011 508,541,013,526 551,231,302,779 108% 
2012 550,243,300,827 602,433,927,388 109% 
2013 742,770,000,000 774,660,000,000 104% 
2014 867,734,835,000 770,599,624,553 89% 
2015 1,209,200,027,964 1,157,720,971,893 96% 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan yang berada 
pada di angka 89%-109% dalam lima tahun terakhir (2011-2015) belum 
mencapai titik maksimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh data tunggakan pajak 
KPP Pratama Makassar Selatansebagai berikut, 
Tabel 4.2 Tunggakan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan 
Tahun Tunggakan Realisasi Efektivitas 
2010 33,976,831,000 3,246,261,000 10% 
2011 41,464,494,434 7,310,343,619 18% 
2012 57,022,472,882 4,917,773,586 9% 
2013 108,030,454,071 7,497,131,266 7% 
2014 108,038,836,263 9,087,888,527 8% 
2015 154,537,029,101 39,969,664,980 26% 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
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       Potensi penerimaan pajak yang berada di para penunggak pajak 
menunjukkan kenaikan dalam interval 2010-2015 bahkan menembus angka 100 
miliar sejak tahun 2013 hingga 2015. Nilai tunggakan tersebut, jika dibandingkan 
dengan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan, sekitar 8%-
15% dari realisasi penerimaan. Upaya meminimalisir tunggakan pajak dilakukan 
setiap tahun dengan melakukan penagihan pajak aktif berupa surat teguran dan 
surat paksa 
Gambar 4.6 Realisasi Tunggakan Pajak 
 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2015 
       Realisasi tunggakan pajak mencapai efektivitas tertinggi di tahun 2015 (26%) 
dan berada di titik terendah pada tahun 2013 (7%). Penurunan drastis terjadi 
antara tahun 2011 dan 2012 dari 18% menjadi 9% sedangkan kenaikan 
signifikan terjadi antara tahun 2014 dan 2015 dari 8% menjadi 26%. Realisasi 
tunggakan pajak dalam enam tahun terakhir belum dapat dikatakan efektif 
karena secara rata-rata realisasi tunggakan hanya mencapai 13%. 
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4.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak  
       Eliyani (1989) dalam Nugroho (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib 
pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang 
diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar 
pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Oleh karena itu dapat 
dirumuskan bahwa seorang wajib pajak yang patuh memenuhi persyaratan 
sekurang-kurangnya mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak dengan 
benar, dan membayar pajak tepat waktu. 
       Kondisi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dihitung 
berdasarkan jumlah wajib pajak yang dapat diperhatikan pada tabel berikut, 
Tabel 4.3 Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan 
Tahun Wajib Pajak Tidak Patuh Patuh Kepatuhan 
2011 100460 4,738 95,722 95.28% 
2012 109691 1,956 107,735 98.22% 
2013 118601 1,652 116,949 98.61% 
2014 132502 1,972 130,530 98.51% 
2015 144696 3,023 141,673 97.91% 
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Data di atas menunjukkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar 
Selatan dengan menghitung rasio wajib pajak yang telah membayar pajak 
terutang tepat waktu dengan jumlah wajib pajak. 
       Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori tidak patuh relatif kecil akan 
tetapi jika tidak diperhatikan maka jumlahnya akan meningkat. Hal tersebut 
terjadi pada tahun 2015 di mana tingkat kepatuhan menurun dari tahun 
sebelumnya yaitu dari 98,51 menjadi 97,91%. Untuk menekan jumlah tersebut 
maka KPP Pratama Makassar Selatan melakukan tindakan penagihan aktif 
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terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Adapun tindakan penagihan aktif yang 
merupakan kewenangan KPP Pratama Makassar Selatan ialah berupa Sanksi 
Administrasi meliputi penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa sebelum 
dilakukan penyitaan. 
 
4.2.3 Penagihan Pajak Aktif 
       Target dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak menunjukkan tren 
yang cenderung meningkat (Tabel 1) namun dalam saat bersamaan tunggakan 
pajak juga semakin meningkat. Fenomena tersebut perlu dicermati, salah 
satunya dengan menganalisis implementasi penagihan pajak. 
       KPP Pratama Makassar Selatan sebagai pelaksana penagihan pajak telah 
melakukan fungsinya dengan melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang 
tidak membayar tepat waktu. Bentuk penagihan yang diberikan oleh KPP 
Pratama Makassar Selatan ialah penagihan pajak aktif dalam bentuk Surat 
Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Seksi Penagihan KPP Pratama 
Makassar Selatan. 
 
4.2.3.1 Surat Teguran 
       Penagihan berupa surat teguran diberikan kepada wajib pajak yang sejak 
jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan dan atau penyampaian STP dan 
SKP belum melakukan pembayaran. KPP Pratama Makassar Selatan rutin 
menerbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang melanggar, perhatikan 
grafik berikut, 
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Gambar 4.7 Surat Teguran yang Diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar 
Selatan 
 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Penerbitan Surat Teguran mencapai angka tertinggi di tahun 2009 dan 2011 
yang mencapai 4500 surat. Setelah tahun 2011 penerbitan Surat Teguran 
mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2013 (1241 surat) namun 
kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 (1432 surat) dan 
2015 (2018). 
Gambar 4.8 Kepatuhan Wajib Pajak dengan Surat Teguran 
 
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
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       Jika dibandingkan jumlah wajib pajak yang merespon surat teguran dengan 
positif (Bayar) dengan negatif (Tidak Bayar) maka dapat dinyatakan bahwa 
kesadaran wajib pajak untuk mematuhi Surat Teguran dapat dikatakan rendah. 
Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut, 
Tabel 4.4 Persentase Kepatuhan WP yang Mendapat Surat Teguran 
Tahun Jumlah Bayar Tidak Bayar Kepatuhan 
2012 1,753 186 1,567 11% 
2013 1,241 303 938 24% 
2014 1,432 171 1,261 12% 
2015 2,018 121 1,897 6% 
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Respon positif tertinggi terhadap penerbitan dan penyampaian Surat 
Teguran terjadi pada tahun 2013 (24%). Namun setelah tahun 2013 respon 
positif tersebut mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada tahun 
2015 yang hanya menyisakan 6% wajib pajak merespon positif surat teguran. 
 
4.2.3.2 Surat Paksa 
       Penagihan berupa penerbitan dan penyampaian surat paksa diberikan 
kepada wajib pajak yang tidak merespon positif (melakukan pembayaran) surat 
teguran dalam jangka waktu 21 hari, surat paksa mewajibkan wajib pajak untuk 
segera melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 2x24 jam. KPP Pratama 
Makassar Selatan rutin menerbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak yang 
melanggar, perhatikan grafik berikut, 
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Gambar 4.9 Surat Paksa yang Diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan 
 
Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat kecenderungan penerbitan Surat 
Paksa mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2011-2015). Penerbitan 
Surat Paksa mencapai angka tertinggi di tahun 2015 yang mencapai 1005 surat 
atau 5 kali lebih tinggi dari tahun 2011 (202). 
Gambar 4.10 Kepatuhan Wajib Pajak dengan Surat Paksa 
 
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
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       Jika dibandingkan jumlah wajib pajak yang merespon surat teguran dengan 
positif (Bayar) dengan negatif (Tidak Bayar) maka dapat dinyatakan bahwa 
kesadaran wajib pajak untuk mematuhi Surat Paksa cukup tinggi. Untuk lebih 
jelasnya perhatikan tabel berikut. 
Tabel 4.5 Persentase Kepatuhan WP yang Mendapat Surat Paksa 
Tahun Jumlah Bayar Tidak Bayar Kepatuhan 
2012 203 83 120 41% 
2013 411 264 147 64% 
2014 540 307 233 57% 
2015 1,005 730 275 73% 
Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan, 2016 
       Respon positif tertinggi terhadap penerbitan dan penyampaian Surat Paksa 
terjadi pada tahun 2015 (73%). Pencapaian tersebut cukup wajar karena sejak 
tahun 2012 hingga 2015 persentase wajib pajak yang mematuhi Surat Teguran 
mengalami tren positif (meningkat) dari tahun ke tahun. 
 
4.3   Pembahasan 
4.3.1  Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak  
       Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan mencapai rata-
rata 97,71% selama 5 tahun. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga terlihat 
pada efektivitas penerimaan pajak yang rata-ratanya mencapai di atas 100% 
yaitu 101,34% selama tahun 2011 sampai tahun 2015.  
       Target penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan sejak tahun 2011 
hingga 2015 selalu mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2015 target 
penerimaan pajak mencapai 1,2 Triliun. Target optimis tersebut ditopang oleh 
efektivitas realisasi penerimaan pajak yang melebihi 100% dalam kurun waktu 
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2011-2013. Namun pada dua tahun terakhir (2014 dan 2015) efektivitas realisasi 
penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan dan mencapai titik terendah 
pada tahun 2014 (89%) dimana penurunan tidak hanya terjadi secara presentasi 
akan tetapi nominal rupiah yang diterima juga mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2013. 
       Di sisi lain, berdasarkan ketepatan membayar maka dapat dikatakan bahwa 
kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan cukup tinggi yaitu 
berada di antara 95% - 98% atau termasuk dalam kategori Patuh (90%-100%). 
       Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 95,28% 
sedangkan efektivitas penerimaan pajak mencapai 108%. Kemudian pada tahun 
2012, kepatuhan wajib pajak naik sebesar 3% menjadi 98,22% dan berbanding 
lurus dengan efektivitas penerimaan yang juga naik sebesar 1% menjadi 109%. 
Hal berbeda pada tahun 2013, kepatuhan wajib pajak meningkat tidak sampai 
1% yaitu hanya sebesar 0,39% namun efektifitas penerimaan pajak turun 
sebesar 5%. 
      Tahun 2014, kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,10% dan berdampak 
pada penurunan yang sangat drastis pada efektifitas penerimaan pajak yaitu 
sebesar 15%. Kepatuhan wajib pajak juga menurun pada tahun 2015 sebesar 
0,6% dari 98,51% menjadi 97,91% namun sebaliknya efektifitas penerimaan 
pajak naik dari 89% menjadi 96%. 
     Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Wajib pajak sebagai bagian dari suatu negara, terikat pada keberadaan negara 
karenanya wajib pajak, wajib untuk patuh membayar pajak dan wajib untuk 
berbakti kepada negara.    
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4.3.2 Pengaruh Analisis Penagihan Pajak Aktif Sanksi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak  
       Tunggakan pajak yang menembus angka 154 miliar pada tahun 2015 di 
bandingkan pada saat tahun 2011 yang hanya 41 miliar menunjukkan bahwa 
walaupun jumlah wajib pajak mencapai rata-rata 97,71% dalam membayar pajak 
di KPP Pratama Makassar namun tunggakan pajak para wajib pajak yang tidak 
patuh sangat besar. Hal ini di karenakan wajib pajak yang tidak patuh tersebut 
merupakan wajib pajak kategori besar yang tidak membayar pajaknya. 
       Fenomena ini perlu dicermati, salah satunya dengan menganalisis 
implementasi penagihan pajak. Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarkan 
oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan seharusnya bisa 
berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kategori besar 
dalam membayar pajak sehingga tunggakan pajak setiap tahunnya mengalami 
penurunan. 
       Namun pada kenyataannya, penagihan pajak melalui surat teguran, 
kepatuhan wajib pajak dari tahun 2012 sampai tahun 2015 rata-ratanya adalah 
sebesar 13,24%. Persentase kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 
sebesar 24% dan kemudian turun 50% setiap tahunnyan yakni hanya mencapai 
12% pada tahun 2014 dan kemudian turun lagi sebesar 50% menjadi hanya sisa 
6% saja pada tahun 2015.  Ini menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif sanksi 
perpajakan melalui surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. 
       Dari penagihan pajak melalui surat teguran, jika tidak direspon positif oleh 
wajib pajak dalam jangka waktu 21 hari, maka KPP Pratama Makassar Selatan 
mengeluarkan surat paksa yang mewajibkan wajib pajak membayar tunggakan 
pajaknya dalam waktu 2 x 24jam. Di lihat dari data tahun 2012 sampai 2015 
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terdapat peningkatan respon postif dari para wajib pajak. Respon positif paling 
tinggi di tunjukkan pada tahun 2015 yaitu mencapai 73% yang berarti bahwa 
penagihan aktif sanksi perpajakan melalui surat paksa berpengaruh dari tahun ke 
tahun. 
 
4.3.3 Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Sanksi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak di KPP 
Pratama Makassar Selatan 
       Efektivitas penerimaan pajak yang cukup tinggi ternyata tidak membuat 
tunggakan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Bahkan tunggakan 
pajak dari tahun 2011 ke tahun 2015 mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat atau 
400% yakni dari 41 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 154 juta rupiah pada 
tahun 2015. Sedangkan realisasi tunggakan pajak ini mengalami penurunan 
efektifitas setiap tahunnya, baru kemudian tahun 2015 naik dari 8% menjadi 
26%. 
       Dengan melakukan proses penagihan aktif melalui surat teguran dan paksa 
diharapkan agar wajib pajak patuh dalam merespon dan membayar tunggakan 
pajak terutangnya. Penerimaan pajak yang rata-rata di atas 90% dalam kurun 
waktu 2011-2015 tentu tidak terlepas dari wajib pajak yang patuh dalam 
membayar pajak dan wajib pajak yang merespon surat teguran dan surat paksa. 
Walaupun dalam surat teguran para wajib pajak tidak patuh dalam merespon 
surat teguran tersebut tetapi ketika KPP Pratama Makassar Selatan melakukan 
proses penagihan tahap selanjutnya yaitu berupa surat paksa, respon para wajib 
pajak mengalami kenaikan yang positif sehingga berdampak pada penerimaan 
pajak. Hal ini jelas sekali terlihat pada tahun 2014 dan 2015. Tahun 2014 tingkat 
kepatuhan surat paksa naik dari 56,85% menjadi 72,64% pada 2015 yang secara 
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langsung efektivitas penerimaan pajak juga naik 88.81% menjadi 95,74%. Hal ini 
menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempunyai implikasi positif pada 
penerimaan pajak. 
       Berdasarkan wawancara tanggal 22 April 2016 dengan jurusita pajak negara 
diketahui bahwa untuk mencegah pembayaran pajak tiap tahun mengalami 
penurunan maka dilakukan berbagai tindakan yaitu : 
1. Penyisiran wajib pajak baru melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan; 
2.  Kegiatan edukasi perpajakan di setiap sentra ekonomi dan pendidikan; 
3. Talk show/ iklan/ edukasi perpajakan melalui media cetak maupun media 
elektronik; 
4. Pengawasan terhadap Wajib Pajak kategori besar; 
5. Penegakan Hukum Perpajakan. 
       Dengan melihat kondisi tersebut yang dimana proses penagihan pajak 
melalui surat teguran dan surat paksa sudah diterapkan sesuai dengan prosedur 
yang berlaku  dan kemudian bisa dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan 
penerimaan pajak akan tetapi tidak memberi efek jera. Hal tersebut dapat 
diperhatikan dari jumlah wajib pajak yang mendapat surat teguran dan surat 
paksa dari tahun ke tahun dimana terjadi peningkatan secara signifikan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan selama tahun 
2011-2015 mencapai rata-rata 97,71%. Pengaruh kepatuhan wajib pajak 
yang tinggi juga terlihat pada efektivitas penerimaan pajak yang rata-ratanya 
mencapai di atas 100% yaitu 101,34% selama tahun 2011 sampai tahun 
2015.  
2. Proses penagihan aktif dengan surat paksa dan surat teguran mengalami 
peningkatan tiap tahunnya dan sudah diterapkan sesuai prosedur yang 
berlaku. Namun, proses penagihan ini tidak memberi efek jera kepada para 
wajib pajak yang dimana setiap tahunnya jumlah pemberian surat teguran 
dan surat paksa mengalami peningkatan yang signifikan. Proses penagihan 
pajak melalui surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak hal ini di lihat dari tingkat ketidakpatuhan para wajib 
pajak dalam membayar pajak terutangnya yang hanya mencapai rata-rata 
35,95% dalam kurun waktu tahun 2011-2015.  
3. Penerimaan pajak yang rata-rata di atas 90% dalam kurun waktu 2011-2015 
tentu tidak terlepas dari wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak dan 
wajib pajak yang merespon surat teguran dan surat paksa. Walaupun dalam 
surat teguran dan surat paksa para wajib pajak tidak patuh dalam merespon 
surat tersebut namun respon para wajib pajak yang mendapat surat teguran 
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dan surat paksa berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini jelas sekali 
terlihat pada tahun 2014 dan 2015. Tahun 2014 tingkat kepatuhan 
penagihan pajak aktif naik dari 34,40% menjadi 39,32% pada 2015 yang 
secara langsung efektivitas penerimaan pajak juga naik 88.81% menjadi 
95,74%. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan alternatif 
solusi sebagai berikut : 
1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih gencar mensosialisasikan perpajakan 
terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi 
perpajakan agar kesadaran wajib pajak dapat meningkat. 
2. Kantor pelayanan pajak harus melakukan pengawasan khusus terhadap 
wajib pajak kategori besar. 
3. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih banyak melakukan perekrutan pegawai 
dan pemberian insentif kepada jurusita pajak sehingga kegiatan di kantor 
pelayanan pajak bertambah efektif. 
4. Sanksi perpajakan harus lebih ditegakkan agar memberi efek jera kepada 
para wajib pajak yang melanggar. 
5. KPP Pratama Makassar Selatan meningkatkan kerjasama dengan pihak-
pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan jurusita 
pajak dalam melaksanakan tugasnya, misalnya dengan pemerintah daerah 
untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, 
atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses 
penyitaan. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada 
sanksi administrasi berupa surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama 
Makassar Selatan sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada dan 
tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Nama :  
Jabatan :  
Tempat :  
Waktu :  
 
1. Menurut Bapak/ Ibu, apakah proses penagihan pajak melalui surat teguran 
dan surat paksa sudah efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku? 
Jawab :  
 
2. Seberapa besar peranan proses penagihan pajak melalui surat teguran dan 
surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak? 
Jawab :  
 
3. Tindakan apa yang Bapak/Ibu ambil jika pembayaran pajak tiap tahun 
mengalami penurunan? 
Jawab :  
 
